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WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG

Menimbang :

Mengingat

DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dan dalam menghadapi ancaman pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19] yang membahayakan
perekonomian stabilitas sistem keuangan, Dana Desa
dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT);

. bahwa untuk menyempurnakan penyaluran,

penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan
serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, maka perlu
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
egara Republik Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran
Begara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4239);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

e



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500j;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

B/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana
Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Menetapkan :

20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015
tentang Gampong (Lembaran kota Lhokseumawe Tahun
2016 Nomor 11);

21.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Lhokseumawe
Tahun 2019 Nomor 4};

22 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong
(Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 17);

23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kota
Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);

24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota
Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 46), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe (Berita Kota Lhokseumawe
Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong
Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020
(Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 3), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 56 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
. Kota adalah Kota Lhokseumawe.



2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas
Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.

3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya
disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya masing-masing.

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang
selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi
kuasa BUN.

8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal
kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non
kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan
inspektorat daerah kota.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.

10. Camat adalah pimpinan dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan
pemerintahan.

11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik
yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri.

12. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut
Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan
Pemerintah Gampong.

13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris
Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang
memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah
Gampong.

14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.

15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan

ampong yang berfungsi sebagai Badan
Permusyawaratan Gampong.



16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah
dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban Gampong tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang
selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
vang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah
rencana keuangan tahunan  Pemerintah  Kota
Lhokseumawe.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber
lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan
dengan Peraturan Keuchik.

Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan
dana transfer lainnya.

Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Kota.

Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan

\S/d'usan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa
secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Gampong tertinggal dan
Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Gampong yang memiliki hasil kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka
kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan
tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatife
antar daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya
disingkat IKG Gampong, adalah angka yang
mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan
dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan
komunikasi.

Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat
IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana
Desa.

Tipologi Desa, yang selanjutnya disebut Tipologi
Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong
maupun keadaan yang berubah berkembang dan
diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).

Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong
Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong
dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan.

Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju
adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

ngelolanya untuk  peningkatan  kesejahteraan
\szsyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan

menanggulangi kemiskinan.



37. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong
Berkembang adalah Gampong potensial menjadi
Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolaanya secara optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.

38. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong
Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum,
atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.

39. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut
Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam,
goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya.

40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong
adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

41. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang
selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat
Gampong yang membantu Keuchik untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.

42. Sekretaris Gampong adalah Dbertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan

Gampong.
43. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis
kegiatan dengan bidangnya.

44. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Gampong
yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan Gampong.

45. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan
masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari
rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk
menampung  seluruh  penerimaan daerah dan

embayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.



48.

49.

50.

51.

52.

53.

S54.

55.

56.

Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat
RKG adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh
penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang
ditetapkan.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi
OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai
kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari
seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG
melalui rekening kas Gampong.

Pengeluaran Gampong adalah uang vang dikeluarkan
dari APBG melalui rekening kas Gampong.

Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara
pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.

Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara
pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang
selanjutnya disingkat SiLPA Dana Desa adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
Dana Desa selama satu periode anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya
disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong
vang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3

Rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe
Tahun anggaran 2020, dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Gampong;

b. Alokasi Afirmasi setiap Gampong;

c. Alokasi Kinerja setiap Gampong; dan

\B(zf Alokasi Formula setiap Gampong.



(2)

3)

(5)

6)

(7)

(8)

9

Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi
dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana
telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019.

Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 73,54% (tujuh
puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari
anggaran DD dibagi secara merata kepada Gampong
secara nasional.

Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada
Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1,5% (satu
koma lima persen) dari anggaran DD dibagi secara
proposional kepada Gampong tertinggal dan Gampong
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk
miskin tertinggi.

Status Gampong tertinggal dan Gampong sangat
tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersumber dari data indeks desa membangun yang
diterbitkan oleh kementrian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa.

Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) bersumber dari Dinas Sosial
Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan
Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 8
(delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong dihitung
dengan rumus:

AA Gampong = (0,015 x DD)/{(2 x DST) + (1 x DT}

Keterangan:

AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap Gampong

DD = Pagu DD nasional

DST = jumlah Gampong sangat tertinggal
yang memiliki penduduk miskin
tinggi

DT = jumlah Gampong tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi
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(10) Pagu Alokasi Kinerja setiap Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dihitung sebesar 1,5%
(satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi
kepada Gampong dengan kinerja terbaik.

(11) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) adalah Gampong yang dipilih
sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumiah Gampong
yvang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
berdasarkan  pengelolaan Keuangan Gampong,
Pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran DD,
capaian hasil pembangunan Gampong, dengan bobot:
a. 20% {dua puluh persen) untuk pengelolaan
keuangan Gampong;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan DD;

c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk capaian
keluaran DD; dan

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil
pembangunan Gampong.

(12) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana pada

ayat (11) huruf a, dinilai dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong (PAG]
terhadap total pendapatan APBG dengan bobot
50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG
dengan bobot 50% (lima puluh persenj.

(13) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

huruf b, dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total
DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen};
dan

b. persentase pengadaan barang jasa DD secara
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima
persen).

(14) Capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud ayat
(11) huruf ¢, dinilai dari:
a. persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot
50% (lima puluh persen); dan
b. persentase capaian keluaran DD dengan bobot
50% (lima puluh persen).

(15) Capaian hasil pembangunan Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) huruf d, dinilai dari:

a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh
perseny);

b. perubahan status Gampong IDM dengan bobot
10% (sepuluh persen);

c. status Gampong IDM terakhir dengan bobot 10%
(sepuluh persen); dan

d. rbaikan jumlah penduduk miskin Gampong
\M:ngan bobot 30% (tiga puluh persen).
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{16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Gampong dihitung
dengan rumus:

AK Gampong = (0,015) x DD} / (0,1 x Jumlah
Gampong

Keterangan:

AK Gampong = Alokasi Kinerja setiap Gampong

DD = Pagu DD nasional

Jumlah Gampong = Jumlah Gampong nasional

(17) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dihitungkan berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG
yang bersumber dari kementrian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(18) Data APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(19) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 28% (dua
puluh delapan persen) dari anggaran DD dibagi
berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka
Penduduk miskin Gampong, luas wilayah Gampong,
dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot
sebagai berikut:

10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

25% {dua puluh lima persen) untuk tingkat

kesulitan geografis.

(20) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Gampong = {0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*2Z3) +
(0,25*Z4)} * AF Kota

o op

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Zz1 = rasio jumlah penduduk setiap
Gampong terhadap total penduduk
Gampong Kota

zZ2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Gampong terhadap total penduduk
miskin Gampong Kota.

Zz3 = rasio luas wilayah Gampong setiap
Gampong terhadap Iluas wilayah
Gampong Kota.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap
IKG Gampong Kota.

AF Kota = Alokasi Formula setiap Kota

(21) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan
geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(20) masing-masing ditunjukkkan oleh jumlah

\Mﬁenduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.
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{22) IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (21)
bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan
penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.

(3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahanbukuan DD dari Walikota.

(4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%
(empat puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persenj; dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen).

(5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk
Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 60%
(enam puluh persen); dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen).

(6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu
ayat yaitu ayat {3a) dan diantara ayat (6) dan ayat (7}
disisipkan satu ayat yaitu ayat (6a) dan ditambah 1 (satu)
ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK dan DD menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan

\wentuan:
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a. tahap I berupa:

1.

o ol

6.

7.

Peraturan  Walikota tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Gampong;

Qanun Gampong tentang APBG;

Surat Kuasa Pemindahbukuan DD;

Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada
Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan
Penyaluran DD Tahap I;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan
dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan
Keuangan DD Tahap I dari Keuchik;

kwitansi penerimaan DD Tahap I; dan

rekening koran Gampong.

b. tahap II berupa:

1.

3.
4.

surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada
Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan
Penyaluran DD Tahap II;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan
dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan
Keuangan DD Tahap Il dari Keuchik;

kwitansi penerimaan DD Tahap II; dan

rekening koran Gampong.

c. tahap Ill berupa:

1.

T

8.

9.

Peraturan  Walikota tentang Tata  Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Gampong dan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Gampong;

Qanun Gampong mengenai APBG;

Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada
Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan
Penyaluran DD Tahap III;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan
dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan
Keuangan DD Tahap Il dari Keuchik;

laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD sampai dengan tahap I
menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen)
dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

laporan  konvergensi pencegahan  stunting
tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya;
bukti transfer Tahap sebelumnya,;

kwitansi penerimaan DD Tahap III;

10. rekening koran Gampong; dan

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan

\M(eientuan:
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a. tahap I berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Gampong; dan

2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD.

b. tahap Il berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Gampong dan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Perubahan Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong;

2. Qanun Gampong tentang APBG;

3.laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;

4.laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahap I menunjukan realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen); dan

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan

(3) Walikota bertanggungjawab untuk menertibkan surat
kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a
angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran DD tahap I pertama kali.

(3a) Dokumen persyaratan penyaluran dilampiri dengan
Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran DD
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ angka 5 dan angka 6 dan ayat (2) huruf b
angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
Gampong.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.

{6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Walikota atau Wakil Walikota.

(6a) Pemerintah Kota menandai pengajuan penyaluran DD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas

pong yang layak salur melalui aplikasi yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
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(7) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).

(8) Dokumen elektronik {softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(9) Pejabat yang menandatangani dokumen penyaluran
DD bertanggungjawab terhadap:
a. isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan
b. keseuaian hardcopy dengan softcopy dokumen
persyaratan penyaluran yang diunggah melalui
aplikasi OMSPAN.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 6 (enam) Pasal
yaitu Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, Pasal 6E dan
Pasal 6F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Surat Kuasa pemindahanbukuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3), dokumen persyaratan penyaluran
DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3a)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani
oleh Walikota atau Wakil Walikota.

Pasal 6B

(1) Walikota dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk
untuk menandatangani surat pengantar penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran DD.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimkasud pada
ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kota atau Pimpinan
Organisasi perangkata Daerah yang menyelenggarakan
urusan pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Keputusan Walikota disampaikan paling lambat

bersamaan dengan penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran DD ke KPA penyaluran DAK

FISIK dan DD:

a. pada saat pengajuan pertama penyaluran Tahap I;
dan

b. dalam hal terdapat perubahan pejabat yang
ditunjuk.

(5) Keputusan Walikota sebagimana dimaksud pada ayat
(3) hanya berlaku untuk satu tahun anggaran.

Pasal 6C

Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk
untuk menandatangani surat pengantar penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran DD bertanggungjawab
secara formal terhadap kebenaran dan kelengkapan dari

\Q@cn persyaratan penyaluran DD.
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(2)

(3)

(2)

Pasal 6D

Dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan
dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) direkam
dan diolah melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka perekaman dan pengelolahan dokumen
elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walikota menunjuk pejabat/pegawai yang
diberikan kewenangan untuk melakukan perekaman
dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi
OMSPAN.

Pemerintah Kota tetap berkewajiban menatausahakan
hardcopy dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 6E

Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I, DD
disalurkan dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan tambahan
ketentuan:

a. penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga}
kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen); dan

3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh
persen);

b. penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)
kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen); dan

3. penyaluran Kketiga sebesar 10% (sepuluh
persen);

c. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b dengan rentang waktu antar
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

d. tahap Il dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c.

Dalam hal telah salur DD tahap 1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4):
a. Penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga)
kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
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b. Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf
a dengan rentang waktu antar penyaluran paling
cepat 2 (dua) minggu; dan

c. Tahap Il dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) hurufc.

(3) Dalam hal Gampong telah salur DD tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4),
penyaluran DD tahap Il dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 5 ayat {4) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1).

Pasal 6F

(1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri
belum salur DD tahap [ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5), DD disalurkan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan
tambahan ketentuan:

a. Penyaluran DD tahap I disalurkan dalam 3 (tiga)
kali penyaluran dengan besaran masing-masing:

1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh
persenj;

2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan

3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);

b. Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf
a dengan rentang waktu antar penyaluran paling
cepat 2 (dua) minggu,;

c. Penyaluran DD tahap II dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah
salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (5) huruf a, penyaluran DD tahap 1I
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5)
huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf
h.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat {(2), dan ayat {3) diubah,
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa dokumen persyaratan;

g ap II berupa dokumen persyaratan; dan
c¢. tahap III berupa:
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(2)

3)

(5)

(6)

(7)

1. Qanun Gampong tentang APBG;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD sampai dengan tahap I
menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:

a. tahap | tanpa dokumen persyaratan; dan

b. tahap Il berupa:

1. Qanun Gampong tentang APBG;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran DD tahap | menunjukan realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b
angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Gampong.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

Walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
Fisik dan DD setiap minggu.

Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data,

Keuchik menyampaikan perubahan table referensi
\N{gpada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
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{8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementrian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu
Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7A

Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), DD
disalurkan dengan ketentuan:

a.

penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga)
kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas

persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen); dan

3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh
persen);

penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)

kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen);

3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh
persen);

penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada
ahuruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c.

Dalam hal Gampong telah salur DD tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4):

a.

penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)

kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persenj;

2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan

3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);

penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf
a dengan rentang waktu antar penyaluran paling
cepat 2 (dua) minggu; dan

tahap Il dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c.

Pengajuan permohonan penyaluran DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat
\M) huruf a dilaksanakan oleh Walikota kepada KKPN.
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Pasal 7B

(1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri
belum salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5), DD disalurkan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan
tambahan ketentuan:

a. penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali
dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh
persen);
2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);

b. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran
paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. penyaluran DD tahap [I dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2).

{2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah
salur DD tahap I sebagimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5), penyaluran DD tahap Il dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat {2).

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
ayat yaitu ayat (la), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan  pemberdayaan = masyarakat
ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah
Gampong.

(1a) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
b. jaringan pengaman sosial di Gampong.

(2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berpedoman pada prioritas penggunaan DD yang
ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan daerah

\&’Pem'nggal dan Transmigrasi.
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9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disispkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

4)

(6)

(7)

Pasal 11A

Jaring pengamanan sosial di Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) huruf b, berupa
BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Gampong sebagai keluarga penerima
manfaat.

DD diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Gampong bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
Kartu Pra Kerja.

Pendataan calon penerima manfaat BLT Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar:

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk
bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per
keluarga penerima manfaat;

b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga
penerima manfaat.

Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan
paling cepat bulan April 2020.

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT
Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.

10.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13

DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD

agaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) dan
yat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota.
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{2) Dalam  memberikan  persetujuan  sebagaimana
dimkasud pada ayat (1), Walikota memastikan
pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi
prioritas  telah terpenuhi dan/atau  kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyrakat telah
terpenuhi.

(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan
Peraturan Keuchik mengenai APBG.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD
termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.

(2) Pemerintah kota dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan DD.

(3) Tata cara pendampingan sebagimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

12. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal
18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemantauan sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan untuk
mengetahui besaran DD tahun anggaran sebelumnya

yang belum digunakan oleh Gampong.

(2) Sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan dengan penyaluran DD tahap III tahun

anggaran berjalan.

13. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2),
dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD
tahap III tahun anggaran berjalan.

{2) Pemerintah Gampong berstatus Gampong mandiri
yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan
kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa
pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari

yang akan disalurkan pada tahap [I tahun
anggaran berikutnya.
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)

(4)

(5

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikecualikan dalam hal  berdasarkan hasil
musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT
Gampong yang memenuhi Kriteria.

Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui
oleh Pemerintah Kota atau melalui Camat.

Peraturan Keuchik sebagaimana dimkasud pada ayat
(4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan DD sebagai syarat
penyaluran DD tahap III atau tahap II bagi Gampong
dengan status Gampong mandiri.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(©)

Pasal 29

Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa
DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di
RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan
kembali di tahun anggaran berikutnya dengan
Walikota paling lambat minggu kedua bulan Oktober
2020.

Keuchik menyetorkan sisa DD di RKG Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 |hasil
rekonsilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Sisa DD Tahun 2019 yang masih berada di RKUD,
dapat disalurkan ke RKG paling lambat bulan Juli
2020.

Walikota melakukan rekonsiliasi sisa dengan Kepala
KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan DD atas
data kumulatif sisa DD tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di
RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang
tidak disalurkan ke RKG paling lambat akhir bulan
November 2020.

Walikota menyetorkan sisa DD di RKUD hasil
rekonsilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke
RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
Dalam hal Walikota tidak menyetorkan sisa DD di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
Keuangan memperhitungkan sisa DD tersebut melalui
pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
H tahun anggaran berikutnya.
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{7) Pemotongan dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
dengan  Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbang
Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

{8) Dalam hal terdapat sisa DD tahun anggaran 2019 di
RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan
kembali pada tahun anggaran 2020, sisa DD tersebut
diperhitungkan pada saat penyaluran dd tahap II
tahun anggaran 2020.

{9) Perhitungan sisa DD sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.

15. Merubah Lampiran I dan Lampiran II, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya
dalam Berita Kota Lhokseumawe,

Ditetapkan di Lhokseumawe
da 15 Junli 2020 M
22 SIAWAL 1441 H

CWAL KOTA LNQKSEUMAWE, |/

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

C

ada tanggal \S JUNI 2020 M
22 SyAwWAL 1441 H
SEKRETARIS DAER,

KOTA LHOKSEUMAWE,

=

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN
2020

FORMAT PENYALURAN DANA DESA

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama e R R A B S e e S YA Y A A D S
Jabatan P WAHKOLA .ottt
Alamat AN RS SN AR S AR SR RS Sy B R YT S S R AR RN RS
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
Nama : Kepala KKPN ...

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamt S GrnsnEnsabvaseai AR earaeTenone SR oAy RS SRS ES SE SERE od e BN S ST AR RS2 S
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil
pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap
tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran ................ooooooevvvvieenneeeniin

................................................



B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMUR:. ..o ciininnnvenenmsmmsaasenss
No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan
1. | Bersama ini disampaikan Disertai kertas kerja
dokumen persyaratan | {(worksheet)
enyaluran tahap 1 berkas penghitungan
dengan rincian sebagai rincian Dana Desa
berikut: setiap Gampong dan
- DSOS Daftar Rekening Kas
b i, Gampong
c. dst
*) Khusus tahap I
WALIKOTA
v y

...................................................

...................................................



C. FORMAT LEMBARAN KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari

Untuk keperluan

Dengan rincian

: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

: Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 Kota Lhokseumawe

TAHAP

TANGGAL TERBILANG
DITERIMA JUMLAH (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening
Nama Rekening

Nama Bank

.................................................................................

.............................................................................

.................................................................................

'

......................................................

.......................................................

.......................................................
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2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT
GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT GAMPONG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA
GAMPONG

.

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

KECAMATAN :
TAHUN

SASARAN

IBU HAMIL

ANAK 0-23 BULAN

JUMLAH TOTAL
RUMAH TANGGA

1.000 HPK TOTAL

KEK/RESTI

TOTAL

GIZI KURANG/ GIZI
BURUK/ sTUNTING

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKS! DINI STUNTING])

SASARAN

JUMLAH TOTAL
ANAK USIA 0-23
BULAN

HWAU
(NORMAL)

KUNING
(RESIKO STUNTING)

MERAH
(TERINDIKASI STUNTING)

JUMLAH

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN

INDIKATOR

JUMLAH %

PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN

MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI

MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI

IBU HAMIL

IBU HAMIL (KEK/RESTI} MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK

MEMILIKT JAMINAN KESEHATAN

ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

ANAK USIA 0-23

4 WiN i aIonfinfB o | oo e

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN

LAKI-LAKI

BULAN (0-2)

KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING

TAHUN

RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK

ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN

Ol || fur

ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR

—
<o

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)

ANAK %TAHUN

—

ANAK »2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%




TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

JUMLAH INDIKATOR
NO SASARAN YANG DI TERIMA SEHARUSNYA DI TERDMA TINGKAT KONVERGENSI
1 |IBU HAMIL
2 |ANAK 0 - 23 BULAN
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
NO BIDANG/KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA KGRI TANCS FRNCENTN Nt
ALOKASI DANA % (PERSEN}
1 |BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG
2 |BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Mengetahui:
Gampong .............. ) eeeiieeans
Keuchik Gampong ..............
.
ttd
g R B R SR A S R }




E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN

DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA
NOmMOTr: ..o

Yang bertandatangan dibawah ini:

.
Nama T R S S U

.
Jabatan R e R o T T SRS et e

Pemda M et L e S S S

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama Gampong yang dimintakan
dalam penyaluran tahap .... Batch ke- ...... sebagaimana daftar Pengajuan
Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

a.

b.

Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai
ketentuan;

Nomor dan nama rekening Gampong sudah sesuai dengan data Rekening
Kas Gampong;

Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Gampong telah sesuai
dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota
yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Desa
Desa setiap Desa; dan

Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor ...............c.ccccuuueennn... tentang Pengelolaan Dana Desa.
Demjkian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
tinya.
................ « TODGERAL ....oconvvis
ttd
{(Kepala BPKD)

............................................



F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA

KOP GAMPONG
SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP .......... [ ) o (o PERSEN)

TAHUN ANGGARAN 2020

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong............ dengan ini
menyatakan bahwa:
1. DD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan

keuangan DD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 sebesar RD. ..cvcvisvcnnns untuk
penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor ... tentang .............. , akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan

tujuan pemberian belanja tersebut.

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik
maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab
kami sepenuhnya.

3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan
kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami
sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.

4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima
bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

S. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan
tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan

\;?agaimana mestinya.

Lhokseumawe, .............. 2020
Keuchik Gampong ..................

=& =



G.

BUKTI TRANSFER

KOP GAMPONG

BUKTI TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima

Untuk keperluan
Dengan rincian

: DD (DD) Tahap.....(...) ....

{.......Persen)

No

Tahapan Penyaluran

Tanggal

Diterima

Jumlah

Terbilang

1

Rp.

Jumlah

Rp.

Dana tersebut diterima tanggal
Tahap 1

Tahap 11

Nomor Rekening

Nama Rekening

Nama Bank

Lhokseumawe,

......................

ttd

............

...........

=17 -




H. FORMAT KWITANSI

No, H Asli
Kode Rekening s Kedua
Tahun : 2019 Ketiga

Keempat

TANDA PENERIMAAN
Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran DD (DD) Tahap ..... - S )
YAITU ...l D0 [ssssrsssioniisons ) Keperluan Gampong ...... Kecamatan
....... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.
Setuju dibayar,
PPKD
ttd
Lhokseumawe, ...............cceeenen..
Yang menerima,
Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah
diterima/Diselenggarakan dengan
sempurna Pada Tanggal

Nama

Pekerjaan
Alamat

s )
Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

................................................

_12.f



I. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA SETIAP
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN
2020

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : ...../SPP/...../2020
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2020 Tanggal ......
Januari 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
c. Tahun Anggaran : 2020
d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton .......... Meter
e. Jumlah Diminta :Rp. ....cooocvvvvivevvnneennnnn ..
R s i ema A S Rupiah)
............ NPNRPPROIROY. ;..

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong ......c.c.cau..........

13w
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3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode .../.../2020 s.d .../.../2020

URAIAN
NO TANGGAL NOMOR SPP PEMBAYA JUMLAH

1 2 3 4 5

1
[ 2

3
I

4
|

Jumlah
..................... y eeereennenenen... 2020
Sekretaris Gampong Kaur Keuangan Gampong
ttd ttd

- 15




4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : ......... /SPP/0.1.01/2020
1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ....... Meter
4. Jumlah Yang Diminta: RP. ...ccoveviiieiiiee e
s e RS S A 55 A A iR RS Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No. Kode Uraian Juimiah Keterangan
(Rp)
1
2
3
4
D
6
Total
............... PRRTPERCURL . . > . .
Disetujui, Telah Diverifikasi
Keuchik Sekretaris Gampong Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong..............
ttd ttd ttd
Deowenmsmnsussssnmsssss ) NP ) (et )

anar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 16 -




5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
. Nomor dan Nama Rek. . Jumlah
No.| Penerima Uraian
Bank (Rp)
1
2
Total

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana
terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai
peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CWAL KOTA KSEUMAWE,%

- 17 -
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